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ABSTRAK 

KERJA SAMA CONSERVATION INTERNATIONAL (CI) DENGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) DALAM 

KONSERVASI HIU DI INDONESIA 

 

Oleh 

UMMU AFIFA ULFAH 

 Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam 

(SDA) bawah laut yang melimpah dan menjadikan sektor kelautan dan perikanan 

Indonesia menjadi sektor andal bagi Pemerintah Republik Indonesia. Namun, 

populasi ikan di Indonesia mengalami penurunan terutama ikan hiu yang memiliki 

peran penting dalam keseimbangan ekosistem laut. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui implementasi kerja sama yang dilakukan oleh KKP dan CI dalam 

konservasi hiu di Indonesia. 

 Penelitian ini menggunakan teori kerja sama Internasional, non-

governmental organization (NGO), dan kerja sama NGO dengan pemerintah 

nasional.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis 

studi pustaka. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari 

buku terkait teori hubungan internasional dan data yang disajikan oleh CI dan 

KKP terkait kerja sama bidang kelautan dan perikanan.  

 Hasil penelitian ini adalah (1) Center the voice of government 

menghasilkan tanggung jawab pelaksanaan kerja sama yang diemban oleh lintas 

lembaga, yaitu CI dan KKP dan lintas sektor seperti tingkat nasional dan daerah. 

(2) Implement within existing government delivery and data systems 

menghasilkan bahwa CI mengintegrasikan data program ke dalam sistem 

pengumpulan data pemerintah melalui laporan kinerja tahunan KKP yang 

kemudian disediakan kepada sektor publik. (3) Build relationships with 

government partners at all levels menunjukkan CI bekerja dengan pemerintah 

daerah kabupaten dan provinsi dengan yuridiksi kelautan untuk menempatkan 

kerangka hukum yang relevan. (4) Progressively transfer real ownership to 

government partners menghasilkan program inisiasi strategis hiu dan pari yang 

dimiliki oleh CI, dikembangkan oleh KKP melalui prosiding simposium hiu dan 

pari di Indonesia.  

 

Kata kunci: non-governmental organization, pemerintah, kerja sama, 

konservasi hiu. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE COOPERATION OF MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND 

FISHERIES REPUBLIC OF INDONESIA AND CONSERVATION 

INTERNATIONAL IN SHARK CONSERVATION IN INDONESIA 

 

By 

UMMU AFIFA ULFAH 

 

 As a maritime country, Indonesia has abundant natural resources that 

makes the Indonesian marine and fisheries sector become a reliable sector for the 

Government of the Republic of Indonesia. However, the fish population in 

Indonesia has decreased, especially sharks, which have an important role in the 

balance of the marine ecosystem. This study aims to determine the 

implementation of the cooperation carried out by KKP and CI in shark 

conservation in Indonesia. This study uses the theory of international cooperation, 

non-governmental organization (NGO), and the cooperation of NGO with the 

national government. This study uses a qualitative method and literature study 

analysis. The used of data sources is secondary data from books related to 

international relations theory and data presented by CI and KKP related to 

cooperation in the marine and fisheries sector. The results of this study are (1) 

Center the voice of government shows that responsibility for the implementation 

of cooperation carried out by cross-institutions, namely CI and KKP and across 

sectors such as national and regional levels. (2) Implement within existing 

government delivery and data systems shows that CI integrates their program data 

into the government data collection system through KKP’s annual performance 

report which provided to the public sector. (3) Build relationships with 

government partners at all levels shows that CI works with district and provincial 

governments with maritime juridictions to put in place the relevant legal 

framework. (4) Progressively transfer real ownership to government partners 

shows that in a strategic shark and ray initiaton program owned by CI, developed 

by KKP through the proceedings of shark and ray symposium in Indonesia. 

Keywords: KKP and CI, international cooperation, shark conservation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dengan 17.504 

pulau yang dikelilingi perairan dan dikenal sebagai kawasan keanekaragaman 

hayati laut di dunia dan dianggap sebagai negara maritim. (Putri, Dwi, & 

Widiastuti, 2017). Indonesia dengan keragaman Sumber Daya Alam (SDA) yang 

melimpah, mengandung nilai ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang penting 

bagi kehidupan manusia. Kekayaan alam tersebut terdiri dari SDA hayati yang 

berupa makhluk hidup seperti tumbuhan maupun hewan dan non hayati yang 

berupa air, udara, tanah, matahari, tambang, dan minyak bumi. (Hidayat, 2011) 

Dengan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas, menjadikan Indonesia kaya 

akan keanekaragaman hayati laut, antara lain 8.500 jenis ikan, 555 jenis rumput 

laut, dan 950 jenis biota terumbu karang. (Dermawan, 2017) 

 

 Untuk itu, Indonesia memiliki sebuah kabinet kerja dengan KKP untuk 

dapat bertanggung jawab dalam berbagai urusan di bidang kelautan dan perikanan 

maupun terkait kelestariannya. Permasalahan yang ditangani oleh KKP pun 

beragam, mulai dari  penentuan tempat konservasi, pengelolaan ruang dan laut, 

pemberdayaan manusia dan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, serta 

berbagai permasalahan terkait yang disebabkan oleh manusia. (KKP, 2021) Dengan 

demikian, untuk menangani hal tersebut, tentunya KKP membutuhkan mitra kerja 

sama dari berbagai pihak untuk terlibat dalam pengelolaan kelautan dan perikanan 

baik dari aktor pemerintah, maupun dari Non-Governmental Organization (NGO).  
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 KKP bermitra dengan beberapa negara, seperti Maroko dan Malaysia 

dalam bidang penelitian perikanan dan kesepakatan pengelolaan wilayah 

tangkapan ikan. (KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021). Lalu, KKP juga 

bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS), The Nature 

Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF), Coral Triangle Center (CTC), 

dan Conservation International (CI). Kelima NGO tersebut turut aktif bekerja 

sama dengan KKP dalam berbagai bidang yang berbeda. TNC, WCS dan WWF 

berfokus pada konservasi hewan dan tumbuhan darat. CTC dan CI lebih berfokus 

pada konservasi bidang kelautan yang dimana CTC berfokus dalam menjaga dan 

melestarikan keindahan koral dan CI berfokus dalam konservasi hewan dan 

tumbuhan laut.  

 Keputusan kerja sama tersebut didasari pada kondisi kelestarian hewan 

laut yang mengalami penurunan populasi signifikan pada 50 tahun terakhir, 

terutama pada ikan hiu. Populasi hiu telah menurun sebanyak 70% dari populasi 

dunia, (CNN, 2021) Oleh karena itu, Indonesia menempati posisi pertama dalam 5 

besar negara dengan tangkapan sirip hiu terbesar di dunia, setelah India, Spanyol, 

Taiwan dan Meksiko. Tingginya produksi ini disebabkan Indonesia memiliki 

wilayah penangkapan ikan yang besar dibandingkan dengan negara penghasil hiu 

lainnya. (RAN, 2020) 

  Maka dari itu, situasi ini dijadikan fokus dalam isu internasional 

khususnya di kalangan penggiat konservasi karena hiu dibutuhkan dalam menjaga 

dan mengatur keseimbangan ekosistem laut. Untuk itu, KKP dan CI bekerja sama 

dalam menangani konservasi Hiu di Indonesia. Berikut adalah data ancaman 

kepunahan hiu di Indonesia.  

Tabel 1. Populasi Red List Hiu Di Indonesia Berdasarkan International Union for 

Conservation (IUCN) 

No Jenis Ikan Spesies Status 

1 Hiu Paus Rhincodon typus terancam punah (endangered/EN) 

2 
Hiu 

Martil 

Sphyrna lewini, S. 

mokarran, S.  

Sangat terancam punah (Critically 

endangered/CR) 

Zygaena  Rawan punah (Vulnurable/VU) 

3 
Hiu 

Lanyam 

Carcharhinus plumbeus, 

C. obscures,  
Rawan punah (Vulnurable/VU) 
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Carcharhinus Longimanus terancam punah (endangered/EN) 

Sumber : Penguatan Pengelolaan KKP Ditjen Kp3K (Kp3K, 2011) 

  

CI menyatakan bahwa ancaman kepunahan hiu ini disebabkan oleh adanya 

interaksi dengan manusia. (International, 2021). Hal ini menyebabkan banyak hiu 

yang terluka akibat tidak adanya pemantauan interaksi tersebut serta perburuan 

terhadap sirip hiu yang dijadikan keuntungan oleh para pihak yang tidak 

bertanggung jawab untuk dijadikan bahan jual beli dan bahan konsumsi pangan. 

Kurangnya pengelolaan reproduksi hiu juga menyebabkan kepunahan bagi jenis-

jenis hiu yang ada di Indonesia. (International, 2021) Perburuan hiu yang 

dilakukan oleh kapal-kapal asing maupun lokal yang tidak bertanggung jawab 

tersebut menggunakan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau 

bahkan cenderung merusak alam dan menimbulkan kondisi kelautan dan 

perikanan Indonesia menjadi kritis hingga mengakibatkan adanya penangkapan 

berlebih (overfishing). Karena itu sebagian wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 

Indonesia masuk pada daftar merah pada IUCN untuk beberapa jenis ikan dan 

makhluk laut lainnya yang menjadi prioritas utama dalam penanganan konservasi.  

 Pada tahun 2015-2017, data menunjukkan hasil tangkapan hiu yang terus 

meningkat pada wilayah Sorong Papua dengan menjadikan hiu sebagai 

penghasilan utama dalam jumlah dan jenis produk yang diperdagangkan. KKP 

melalui Unit Pelaksana Teknis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut 

(PSPL) Sorong di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang dan Laut (Ditjen 

PRL) melakukan pemantauan perdagangan pada hiu dengan data sebagai berikut. 

(Ditjen PRL, 2019) 
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Tabel 2. Hasil Tangkapan Hiu Tahun 2015-2017 Wilayah Kerja Loka PSPL Sorong 

 

Sumber : Ditjen Pengelolaan Ruang dan Laut 

 

 

 

Gambar 1. Grafik Hasil Tangkapan Hiu Tahun 2015-2017 Wilayah Kerja Loka PSPL 

Sorong 

Sumber : Ditjen Pengelolaan Ruang dan Laut 

 

 

 Data tersebut menunjukan hasil tangkapan yang kian meningkat selama 

tiga tahun berturut-turut atau over-fishing yang menjadikan populasi hiu semakin 

menurun. Sehingga permasalahan ini menjadi isu penting dalam politik 

lingkungan global. Melihat kondisi ini, KKP menetapkan perlindungan hiu 

sebagai upaya mendasar dalam perlindungannya di Indonesia pada tahun 2016-
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2020. (KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Konservasi dan 

Keanekaragaman Hayati Laut, 2018). Peraturan ini bertujuan untuk melarang 

penangkapan hiu hamil, hiu anakan, dan hiu di kawasan lindung. Identifikasi 

status hiu dilakukan secara bijaksana dan memasukkan prinsip pencegahan ke 

dalam prosesnya. 

 1.2. Penelitian Terdahulu 

 Pada sub-bab ini akan menjelaskan literatur review yang berhubungan 

dengan topik penelitian penulis yang sudah dijelaskan sedikit di latar belakang 

dan sebagai acuan serta bahan refrensi penulis dalam melakukan penelitian ini. 

Penulis menggunakan  6 penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan 

penelitian penulis yang berjudul Implementasi Kerja Sama Conservation 

International (CI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Upaya 

Konservasi Hiu di Indonesia.  

 Pertama, penelitian yang telah dilakukan oleh Novita Kusumadewi, 

(Kusumadewi, 2017) seorang mahasiswa Hubungan Internasional pada 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, terkait dengan 

peranan NGO dalam isu lingkungan. Penelitian ini menggambarkan kepunahan 

ikan pari manta melalui perdagangan internasionalnya. Penelitian ini berfokus 

pada peranan CI dalam upaya konservasi ikan pari manta di Indonesia yaitu peran 

advokasi dan monitoring CI di Indonesia dan peran fasilitasi dan konsultasi CI di 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif atau 

deskriptif dengan konsep dalam penelitian ini menggunakan Non-Governmental 

Organization (NGO) untuk melihat bagaimana peranan CI dalam menangani 

permasalahan kepunahan ikan pari manta di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini 

ditemukan bahwa dengan menangani permasalahan kepunahan pari manta di 

Indonesia membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan CI untuk menangani 

upaya kelestariannya. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kerja 

sama pemerintah dan CI dibandingkan upaya CI dalam konservasi ikan pari manta 

di Indonesia.  

 Kedua, penelitian yang telah dilakukan oleh Fhika Rizky Meisandy 

(Meisandy, 2018), seorang mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas 
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Muhammadiyah Malang, terkait dengan kepentingan kerja sama negara dengan 

NGO. Penelitian ini menggambarkan secara terurai mengenai kerjasama Indonesia 

dan FAO dan berfokus dalam menangani permasalahan yang terjadi di wilayah 

laut Indonesia. Dalam penelitian ini penulis merujuk konsep kepentingan nasional 

dan kerjasama internasional. Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka 

sebagai metode pengumpulan datanya. Berdasarkan kajian ini, ditemukan bahwa 

ada dua kepentingan dasar bagi Indonesia dalam kerjasama dengan FAO, yaitu 

kepentingan ekonomi dan kepentingan politik dan keamanan. Dari sisi ekonomi, 

diketahui bahwa Indonesia berkepentingan untuk meminimalisir kerusakan akibat 

IUU fishing. Sementara dari sisi keamanan politik, Indonesia tertarik untuk 

mengurangi kasus IUU fishing dan berbagai kejahatan lintas negara. Namun, 

penelitian ini tidak menjelaskan kepentingan yang melandasi FAO sebagai 

organisasi pangan dan pertanian dalam bekerjasama dengan Indonesia dalam 

menangani permasalahan Illegal Fishing. 

 Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh M. Ismail, seorang mahasiswa 

dari Program Studi Politik Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan 

Ampel Surabaya, terkait dengan penerapan program konservasi di salah satu 

kabupaten Indonesia dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Penelitian ini 

berfokus dalam peran pemerintah dalam mengimplementasikan program tersebut. 

Konsep yang digunakan di penelitian ini adalah konsep Peran Pemerintah untuk 

mengetahui bagaimana pemerintah berperan dalam menerapkan program 

konservasinya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa departemen kelautan dan perikanan 

pemerintah daerah memiliki peran dalam melestarikan makanan laut dan sumber 

daya perikanan, terutama dengan pemasok utama produk perikanan laut di daerah 

tersebut. Namun, pada penelitian ini, lebih menekankan dalam menjelaskan 

berbagai program konservasi secara keseluruhan dan tidak menjelaskan mengenai 

implementasi tiap masing-masing programnya.  

 Keempat, penelitian yang telah dilakukan oleh Endah Wagiyanti, seorang 

mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta, terkait kerja sama negara dan NGO dalam penanganan 

konservasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama 
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pemerintah dengan WWF Indonesia dalam penanganan kasus kepunahan gajah di 

Sumatera tahun 2009-2015. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Penelitian ini menggunakan landasana analitis Kerjasama Internasional 

dan NGO untuk mengetahui bagaimana peranan masing-masing aktor dalam 

menjalin kerjasama untuk permasalahan konservasi gajah di Indonesia tahun 

2009-2015. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kerjasama antara kedua 

aktor tersebut belum berhasil karena adanya berbagai hambatan. Hambatan dalam 

hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan dalam 

penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh 

pemerintah Indonesia. Namun, pada penelitian tersebut lebih menekankan kepada 

kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan kepunahan gajah, tetapi 

tidak membahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dan WWF 

dalam penanganan kasus kepunahannya.  

 Kelima, penelitian yang telah dilakukan oleh Suciyanti Tri Regina, 

mahasiswa Hubungan Internasional pada Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta, terkait implementasi program kerjasama Indonesia dan NGO. 

Penelitian ini berfokus dalam implementasi program kerjasama Indonesia dan 

JICA pada penanganan proyek mangrove di Indonesia. Penulis menngunakan 

metode penelitian kualitatif untu mmebantu dalam merumuskan masalah. Konsep 

dalam penelitian ini menggunakan konsep kerjasama internasional dan organisasi 

internasional untuk mengetahui bagaimana peran masing-masing aktor dalam 

menjalankan program kerjasamanya. Berdasarkan penelitian ini ditemukan hasil 

bahwa konsep Shared-Learning digunakan diberbagai sektor dalam implementasi 

programnya. Konsep Shared-Learning ini digunakan sebagai pembelajaran 

tentang suatu keberhasilan dalam kegiatan konservasi mangrove dan 

pemanfaatannya secara berkelanjutan. Hasil dari kerja sama antara Indonesia dan 

JICA melalui program MECS ini terbentuknya pengelolaan ekosistem mangrove 

yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai tempat dan menyebabkan adanya 

pemanfaatan sumber daya dan adanya mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN. 

 Keenam, penelitian ini merupakan penelitian internasional yang telah 

dilakukan oleh Rachel Cadman, Bertrum H. MacDonald dan Suzuette S. Soomai 

pada Dalhousie University Canada, terkait hubungan kerjasama negara dan NGO 
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lingkungan Kanada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran NGO 

lingkungan dalam pengambilan keputusan tentang Marine Protected Areas 

(MPA), terutama berfokus dalam bagaimana NGO lingkungan menggunakan 

pengetahuannya dalam proses pelaksanaan konservasi laut Kanada. Penluis 

merujuk pada landasan analitis Grounded Theory yang digunakan dalam 

mendapatkan pemahaman mengenai sistem keputusan melalui wawasan yang 

diperoleh dari orang-orang dengan pengalaman langsung oleh tangan pertama 

yang mencerminkan pengamatan paling dasar dan signifikan berdasarkan pada 

metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan 

lapangan. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan hasil peranan penting yang 

dilakukan oleh NGO dalam tata kelola konservasi ialah berperan dalam empat 

tindakan yaitu berperan dalam advokasi, pengumpulan informasi dan 

pengetahuan, dan administratif.  

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

terdahulu 

Judul 

penelitian 

Pendekatan 

penelitian 

Konsep dan 

teori 

Fokus dan tujuan 

penelitian 
Novita 

Kusumadewi, 

Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional “Veteran” 

Yogyakarta 

(Penelitian tahun 

2017) 

Peran 

Conservation 

International (CI) 

dalam Upaya 

Melestarikan Ikan 

Pari Manta di 

Indonesia 

Kualitatif 

Non-

Governmental 

Organization 

(NGO) 

Penelitian ini berfokus 

dalam bagaimana 

upaya CI sebagai NGO 

dalam melestarikan 

ikan pari manta 

sebagai salah satu 

hewan yang terancam 

kepunahannya di 

Indonesia 

Fhika Rizky 

Meisandy, 

Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang (Penelitian 

tahun 2018) 

Kepentingan 

Indonesia dalam 

Kerjasama Bidang 

Kelautan dan 

Perikanan dengan 

FAO dalam 

Kerjasama 

Menanggulangi 

Illegal Fishing 

Kualitatif  

National 

Interest dan 

Kerjasama 

Internasional 

Penelitian ini 

memfokuskan pada 

kepentingan yang 

dimiliki oleh masing-

masing aktor dalam 

kerjasama Indonesia 

dan FAO dalam 

menangani 

permasalahan yang 

terjadi di wilayah laut 

Indonesia khususnya 

illegal fishing. 

M. Ismail, Program 

Studi Politik Islam 

pada Institut Agama 

Islam Negeri 

(IAIN) Sunan 

Ampel Surabaya 

Implementasi 

Program 

Pelestarian 

Sumberdaya 

Kelautan dan 

Perikanan di 

Kabupaten 

Kualitatif 
Peran 

Pemerintah 

Penelitian ini berfokus 

dalam peran 

pemerintah Indonesia  

dalam 

mengimplementasikan 

program pelestarian 

bidang kelautan dan 
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Situbondo perikanan. 

Endah Wagiyanti, 

Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional “Veteran” 

Jakarta (Penelitian 

pada tahun 2017) 

Kerjasama WWF 

(World Wide 

Fund) dengan 

Pemerintah 

Indonesia dalam 

Menangani Kasus 

Kepunahan Gajah 

di Sumatera 

Periode 2009-

2015 

Kualitatif 

Kerjasama 

Internasional 

dan NGO 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

bagaimana kerjasama 

pemerintah Indonesia 

dengan WWF 

Indonesia dalam 

menangani kasus 

kepunahan gajah di 

Sumatera tahun 2009-

2015 khususnya pada 

pengelolaan kawasan 

konservasi dan 

kendala-kendalanya. 

Tri Regina, 

Hubungan 

Internasional 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional “Veteran” 

Jakarta (Penelitian 

pada tahun 2014)  

Implementasi 

Program 

Kerjasama 

Indonesia dan 

JICA (Japan 

International 

Cooperation 

Agency) dalam 

Proyek MECS 

(Mangrove 

Ecosystem 

Conservation and 

Sustainable Use) 

di Surabaya dan 

Balikpapan 

Periode 2011-

2013 

Kualitatif 

kerjasama 

internasional 

dan 

organisasi 

internasional 

Penelitian ini berfokus 

dalam implementasi 

program kerjasama 

Indonesia dan JICA 

pada penanganan 

proyek mangrove di 

Indonesia. 

Rachel Cadman, 

Bertrum H. 

MacDonald dan 

Suzuette S. Soomai 

pada Dalhousie 

University Canada 

(Penelitian pada 

tahun 2020) 

Sharing victories: 

Characteristics of 

Collaborative 

Strategies of 

Environmental 

Non-governmental 

Organizations in 

Canadian Marine 

Conservation 

Kualitatif 
Grounded 

Theory 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui 

peran NGO lingkungan 

dalam pengambilan 

keputusan tentang 

Marine Protected 

Areas (MPA) dan 

berfokus dalam 

bagaimana NGO 

lingkungan 

menggunakan 

pengetahuannya dalam 

proses pelaksanaan 

konservasi laut 

Kanada. 

Sumber : diolah oleh penulis 

  

Pada keenam penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki 

persamaan pada teori dan konsep dengan apa yang penulis gunakan. Selain itu, 

penelitian tersebut juga memiliki persamaan dari segi aktor NGOs berperan dan 

bekerja sama dengan aktor lain untuk menangani suatu permasalahan. Namun, 

dalam penelitian di atas belum ada yang meneliti bagaimana kerja sama dari aktor 
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NGOs dan National Government seperti yang penulis gunakan. Dan juga, 

penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti terkait permasalahan 

konservasi hiu di Indonesia. 

 Oleh karena itu, kedua belah pihak bekerjasama karena memiliki 

kepentingan atau tujuan yang sama yaitu untuk menyikapi konservasi sumber 

daya alam dan ekosistem di Indonesia, dalam penelitian ini secara khusus terkait 

dengan konservasi hiu di Indonesia. Aspek kerjasama telah tercermin dalam 

kerjasama kedua belah pihak, sebagaimana ditunjukkan dalam Nota Kesepahaman 

yang ditandatangani pada tahun 2017 tentang pengelolaan Cagar Alam Perairan 

Nasional di bawah Cagar Alam Kepulauan Raja Ampat dan Cagar Alam Perairan 

Kepulauan Waigeo Barat. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 Hiu di Indonesia diklasifikasikan sebagai hewan yang terancam punah. 

Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pelestarian KKP bersama CI. 

Namun, populasi hiu di Indonesia terus menurun dengan hasil tangkapan yang 

terus meningkat. Dengan demikian, peneliti akan membahas mengenai bagaimana 

implementasi kerja sama yang dilakukan oleh KKP dan CI dalam upaya 

konservasi hiu di Indonesia berdasarkan perjanjian kemitraan antara KKP dan CI 

melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Ruang dan Laut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 

menyimpulkan sebuah rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Implementasi Kerja 

Sama antara KKP dan CI dalam upaya konservasi hiu di Indonesia?” 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kerja sama yang dilakukan oleh KKP dan CI dalam 

Upaya Konservasi Hiu di Indonesia 

2. Menganalisis implementasi kerja sama KKP dan CI dalam upaya 

konservasi hiu di Indonesia.   
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1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dalam penelitian ini digunakan sebagai hal teoritis dan praktis, 

yaitu:  

Manfaat Akademis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan megenai 

implementasi dari kerja sama KKP dan CI dalam konservasi hiu di 

Indonesia, dan menambah pengetahuan terkait keterlibatan suatu NGO 

dalam melindungi hiu di Indonesia.  

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai ilmu baru dan 

pengetahuan baru dalam masalah keamanan lingkungan yaitu 

Konservasi Hiu di Indonesia dan menambah pengetahuan mahasiswa 

atau masyarakat umum dan bisa berguna sebagai referensi penelitian 

berikutnya. 

Manfaat Praktis 

1. Hasil dari penelitian saya diharapkan bisa bermanfaat untuk pembaca 

dan memberikan informasi tentang upaya dari CI dan KKP dalam 

menyelesaikan isu lingkungan konservasi hiu di Indonesia yang sudah 

merusak ekosistem laut Indonesia. 

2. Penelitian ini harus digunakan untuk meningkatkan wawasan 

penelitian, pengetahuan, pemahaman dan kapasitas di bidang 

hubungan internasional. 



 
 

  

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Landasan Konseptual 

 Pada penelitian ini menggunakan dua landasan konseptual yaitu konsep 

kerja sama internasional, Non-Governmental Organization (NGO) dan konsep 

Kerja sama NGO dengan Pemerintah Nasional. Pada penelitian ini penulis akan 

menganalisis dan mendeskripsikan kerja sama KKP dan CI dalam konservasi hiu 

di Indonesia. Penelitian ini berkaitan dengan konsep yang penulis gunakan, seperti 

berikut: 

 

 2.1.1. Konsep Kerja sama Internasional 

 Kerja sama internasional sudah menjadi perhatian utama sejak lahirnya 

studi HI sebagai suatu kajian ilmu. Kerja sama ini dijalin untuk mencegah 

terjadinya perang (to prevent war) dan mewujudkan perdamaian dunia (to build 

world peace). Saat ini, tujuan dari adanya kerja sama internasional ini semakin 

menyebar ke berbagai bidang dan menjadi hal yang dibutuhkan oleh hampir 

semua negara. Semakin banyaknya jalinan kerja sama, membuat studi HI 

menjadikan kerja sama sebagai salah satu konsep dasar yang melekat bersamaan 

dengan konsep-konsep lainnya. Menurut Robert Keohane, kerja sama terjadi 

ketika para aktor (states maupun non-state) menyesuaikan sikap perilaku mereka 

dengan aktor lainnya dan dilandasi melalui proses pengaturan kebijakan. (Bakry, 

2017). Pada kerja sama terdapat dua hal penting, yaitu: (1) perilaku dari setiap 

aktor diperuntukkan pada tujuan bersama. (2) kerja sama menghasilkan 

keuntungan pada para pihak yang terlibat. Keohane memisahkan istilah kerja 
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sama dengan harmoni. Menurutnya, harmoni merupakan situasi di mana tidak ada 

tindakan dari para aktor yang menimbulkan kerugian atau saling merugikan. 

Untuk itu, apabila sudah tercipta suatu harmoni, maka kerja sama menjadi tidak 

perlu. (Bakry, 2017) 

 Kerja sama internasional selalu bertemu dengan adanya kepentingan 

nasional. Melalui kepentingan nasional, negara dapat bergerak dan saling 

membutuhkan untuk memenuhi tujuan nasionalnya. Masalah utama dari 

kerjasama internasional ini tergantung pada bagaimana keuntungan diperoleh dan 

mengarah pada perilaku kompetitif. (Perwita & Yadi, 2005). Hal ini selaras 

dengan pendapat Joseph Frankel yang mengatakan bahwa para aktor akan 

melakukan berbagai kerja sama apabila besar manfaat yang dihasilkan daripada 

konsekuensi-konsekuensi yang harus diterimanya. (Bakry, 2017) Selain itu, 

keberhasilan kerja sama juga tergantung dari sifat kerja sama yang terjalin dan 

tujuan-tujuannya. Tujuan yang dicapai oleh pihak-pihak tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam tujuan kerjasama yang ditentukan oleh persamaan yang 

mendasari masing-masing pihak yang bermitra. Maka, hal inilah yang dikatakan 

dengan kerja sama fungsional. (Bakry, 2017) 

 Terbentuknya kerja sama didasari dengan adanya rasa kepercayaan dari 

masing-masing aktor yang terlibat untuk melakukan kerja sama, manfaat yang 

diterima akan lebih besar dibandingkan dengan konsekuensi yang harus 

ditanggung. Kerja sama internasional dari perspektif pluralisme memiliki empat 

asumsi dasar, yaitu: (Saeri, 2012) 

1. Aktor non-negara memainkan peran dalam politik internasional, baik itu 

organisasi, kelompok, atau individu internasional maupun non-negara.  

2. Negara bukanlah suatu kesatuan atau satu kesatuan, karena aktor-aktor lain 

selain Negara sama pentingnya dengan Negara dan menjadikan  Negara 

bukan agen tunggal  

3. Negara bukanlah aktor tunggal padahal sebenarnya membentuk kebijakan 

luar negeri negara adalah suatu proses termasuk konflik, persaingan dan 

kompromi yang terjadi di antara aktor-aktor dalam negara.  

4. Isu-isu terkini tidak lagi terkait dengan kekuasaan atau keamanan nasional, 

tetapi dengan isu-isu sosial, ekonomi dan lainnya.  
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Berdasarkan penjelasan Kalevi Holsti, kerja sama internasional dapat 

terjadi karena berbagai hal berikut: 

1. Refleksi atas dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling 

bersinggungan dapat menciptakan sesuatu yang dibutuhkan pemangku 

kepentingan;  

2. Pemikiran atau tujuan aktor bahwa kebijakan yang diperkenalkan oleh 

aktor lain akan memudahkan aktor untuk mencapai kepentingannya;  

3. Kesepakatan tentang beberapa masalah antara dua atau lebih entitas untuk 

mengambil keuntungan dari kepentingan mereka; 

4. Ketentuan yang sah atau batal dalam pelaksanaan berbagai perjanjian di 

masa depan dibuat dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama;  

5. Kesepakatan antar negara atau antar pihak yang dibuat untuk mencapai 

tujuan mereka. (Saeri, 2012) 

 

2.1.2. Konsep Non-Governmental Organization 

 Pada perkembangannya, aktor-aktor dalam sistem hubungan internasional 

bukan hanya meliputi aktor negara saja, melainkan peranan Inter-Governmental 

Organization (IGOs), Multi-NationalCorporations (MNCs), Non-Governmental 

Organization (NGO), dan berbagai peranan individu yang mengambil bagian 

penting dalam sistem internasional. (Sitepu, 2011). Manurut University of 

London, organisasi internasional telah beroperasi hampir di seluruh dunia pada 

tahun 1839 dan 1914. LSM internasional telah mendefinisikan yang mana setiap 

organisasi internasional tidak lahir dari kesepakatan internasional. NGO 

merupakan suatu kelompok yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara 

regional, nasional, maupun internasional. Saat ini, NGO menjalankan peran 

sebagai aktor utama pada sektor ketiga dalam konsep pembangunan, aksi 

kemanusiaan, lingkungan dan hak asasi manusia” (Lewis, K, & S, 2020) NGO 

bekerja dengan menerima bantuan dana dari pemerintah, namun NGO tetap 

bekerja secara independen di luar dari pemerintah mana pun dan bekerja tanpa 

pengawasan dan perwakilan dari pemerintah. (Lewis, K, & S, 2020). NGO 

memiliki tujuan yang berlandaskan kepentingan bersama pada permasalahan-
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permasalahan tertentu, dalam berbagai jenis dan fungsi sebagai penyedia jasa dan 

kemanusiaan.  

 Menurut Craig Warkentin, NGO merupakan sebuah perkumpulan nirlaba, 

swasta, maupun sukarela. Pada hubungan internasional, NGO mengarah pada 

suatu kelompok atau organisasi yang memiliki anggota dan kegiatannya melintasi 

batas nasional. (Bakry, 2017). Sedangkan menurut David Lewis menjelaskan 

NGO ke dalam lima karakteristik sebagai berikut. Pertama, NGO merupakan 

organisasi yang dibuat dalam bentuk pertemuan-pertemuan secara terus-menerus, 

memiliki kantor pendukung, dan kelengkapan lainnya, sehingga NGO bersifat 

formal. Kedua, bersifat privat, yang di mana secara institusi, NGO terpisah dari 

pemerintah, namun tetap menjalankan kegiatannya melalui dukungan pemerintah. 

Ketiga, berorientasi nirlaba, apabila kegiatan yang dijalankan oleh NGO ini 

menghasilkan keuntungan dana, maka dana tersebut tidak ditujukkan bagi pemilik 

atau direksi. Keempat, mengelola sendiri yang mana dapat mengendalikan dan 

mengatur urusan-urusannya sendiri. Kelima, bersifat sukarela (voluntary), 

walaupun tidak menyediakan staff yang sukarela, setidaknya terdapat adanya 

beberapa partisipan sukarela yang digunakan untuk menjalankan manajemen 

organisasi. (Bakry, 2017) 

 Pada penjelasan di atas, CI termasuk ke dalam kategori NGO yang mana 

merupakan organisasi internasional dan bergerak pada bidang lingkungan hidup. 

Berbagai kegiatan yang dijalankan oleh organisasi ini bersifat fungsional yang 

berjalan berdasarkan pada sifat dan berbagai fungsinya. Penelitian ini 

menggunakan CI sebagai anggota organisasi internasional yang bekerjasama 

dengan pemerintah Indonesia melalui KKP pada permasalahan lingkungan hidup 

khususnya pada kepunahan hiu di Indonesia.  

 

2.1.2. Kerja Sama NGO dengan Pemerintah Nasional 

 Kerja sama yang terjalin antara NGO dan juga pemerintah menurut Sesso 

Gbleou dan Jennifer Schechter yang merupakan seorang direktur dari Integrate 

Health di Togo dan salah satu pendiri dan CEO dari Integrate Health ini 

mengemukakkan tentang “How NGOs Can Work With Governments to Build 

Partnerships That Will Scale” yang didalamnya juga mencakup pentingnya 
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kemitraan untuk berskala yang mana menjelaskan bahwa NGOs bisa cekatan dan 

fleksibel  dan dapat mencoba hal-hal yang pemerintah tidak mampu 

melakukannya, baik secara finansial maupun politik. NGOs juga dapat mengambil 

resiko dan gagal, NGOs juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. 

Sedangkan pemerintah menetapkan kebijakan dan pendanaan nasional, yang 

memberikan skala dan keberlanjutan. Pemerintah dapat memanfaatkan dukungan 

NGOs untuk berinovasi dan meningkatkan akuntabilitas. (Gbleou & Schechter, 

2020) 

 Menurut Sesso dan Jennifer, NGOs dapat bekerja secara efektif dengan 

pemerintah dan telah mempelajarinya selama lima tahun terakhir bekerja untuk 

membangun “real partnership” dengan pemerintah adalah sebagai berikut: 

(Gbleou & Schechter, 2020) 

1. Center the voice of Government 

 Literatur mengenai skala melalui sektor “adopsi” publik cenderung tidak 

proporsional dan berfokus pada NGOs, sedangkan pemerintah berada dalam 

posisi sebagai penerima pasif inovasi. Namun, keberhasilan lainnya 

menggambarkan bahwa untuk mencapai hasilnya membutuhkan kerja sama dua 

arah yang tulus. Membangun kerja sama yang tulus perlu untuk “putting 

government at the center” sejak tahap awal merancang program atau prosesnya.  

2. Implement within existing government delivery and data systems 

 Jika dengan melihat dapat mempercayai, maka dengan melihat program 

bekerja dalam sistem yang ada merupakan suatu prasyarat untuk berprogres 

dengan pemerintah. NGO bekerja dengan pemerintah nasional dengan 

menintegrasikan data dampak program ke dalam sistem pengumpulan data 

pemerintah. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dan dikumpulkan untuk 

diumpankan langsung ke dalam sektor publik. 

3. Build relationships with government partners at all levels 

 Membangun hubungan dengan mitra pemerintah di semua tingkatan, 

NGOs melakukan berbagai kegiatan dalam bidangnya selalu memakan risiko. 

Namun, dengan menerima dukungan dari berbagai level dalam sistem 

pemerintahan dapat meminimalkan risiko tersebut bagi masing-masing aktor. 

4. Progressively transer real ownership to government partners 



25 
 

Pada aspek ini, pelaksanaan kerja sama antara NGO mengalihkan 

kepemilikan program pada pemerintah nasional untuk memimpin 

implementasinya. NGO berharap kepada pemerintah nasional untuk dapat 

mengambil alih tanggung jawab selama proses kerja sama ini, seperti halnya 

dalam merencanakan dan menjalankan pelatihan, NGO memainkan peran 

pendukung. Langkah kecil ini telah mulai menggeser baik persepsi maupun 

kepemilikan aktual atas intervensi dari sebuah program NGO menjadi sistem 

milik pemerintah.Kepemilikan pemerintah yang efektif memastikan bahwa suatu 

program akan berlanjut setelah NGOs tidak lagi memegang kendali atas 

pelaksanaan. (Gbleou & Schechter, 2020) 

 Pada penjelasan tersebut, CI masuk ke dalam kategori NGO dan KKP 

termasuk ke dalam National Government. Implementasi Kerja sama antara NGOs 

dan Pemerintah membutuhkan kinerja yang tulus dan saling mendukung untuk 

mendapatkan hasil kerja sama yang berskala dan berkelanjutan. Dimana dalam 

penelitian ini penulis berupaya untuk mengetahui sejauh mana program-program 

yang akan dilakukan KKP dan CI dalam menangani permasalahan konservasi hiu 

di Indonesia. 

2.3. Kerangka Pemikiran  

 Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan isu sentral penelitian yang akan 

diteliti, yaitu kerjasama yang dilakukan antara KKP dan CI dalam upaya 

konservasi hiu di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan di 

bidang kelautan dan perikanan memercayai CI yang merupakan sebuah organisasi 

non-pemerintah (NGO) dalam pelestarian lingkungan untuk dapat melakukan 

kerja sama. Maka melalui perjanjian kemitraan antara kedua aktor tersebut 

tertuang dalam MoU yang dibuat pada tahun 2017 tentang Pengelolaan Kawasan 

Konservasi Perairan Nasional Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat dan 

Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat. Dengan menggunakan 

konsep non-governmental organization dan kerja sama internasional yang dilihat 

dari perspektif pluralisme ini diharapkan untuk membantu penulis dalam melihat 

bagaimana implementasi kerja sama antara KKP dan CI dalam upaya konservasi 

hiu di Indonesia. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran dalam bentuk tabel: 
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 Penjelasan di atas dituangkan ke dalam bentuk skema penelitian di bawah 

ini:  

 

 

Sumber : Diolah Oleh Penulis 

Tabel 3. Kerangka Pemikiran 



 
 

  

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut John Creswell, penelitian diartikan sebagai metode 

bertahap yang diawali dengan mengidentifikasi permasalahan atau isu yang 

diteliti. (Raco, 2010) Cresswell menjelaskan, metode penelitian kualitatif menjadi 

suatu pendekatan dalam mendalami dan memahami suatu permasalahan. (Raco, 

2010) Penelitian kualitatif dilakukan dengan model, hipotesis, perspektif teoritis 

dan digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, pada dasarnya tergantung pada 

pengamatan orang atau sekelompok orang dengan diskusi penelitian terkait 

dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. (K & L, 1986) 

 Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengumpulkan data analitis 

tentang aktivitas secara umum serta memperdalam pengamatan. Penelitian ini 

digunakan sebagaiupaya dalam memberikan alasan atas terjadinya perubahan 

suatu fenomena yang sedang terjadi. Digunakan bersamaan dengan teori atau 

konsep pada akhir penelitian setelah analisis data dilakukan dengan harapan akan 

muncul analisis yang lebih komprehensif. (Gray, Williamson, & et. al., 2007) 

 Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menampilkan studi kasus pada 

penggunaan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penjelasan dan pemahaman 

atas kerja sama antara KKP dan CI dalam menangani permasalahannya.  

 



30 
 

3.2. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana implementasi dari kerja 

sama KKP dan CI untuk menyelesaikan isu lingkungan terkait konservasi hiu di 

Indonesia yang telah menjadi permasalahan internasional. Penelitian ini 

menggunakan konsep non-governmental organization dan melihat bagaimana 

NGOs dapat bekerja secara efektif dengan pemerintah menurut Sesso Gbleou dan 

Jennifer Schechter yang akan merepresentasikan bagaimana sebuah Organisasi 

Non-Pemerintah Internasional menjalankan kerja samanya dengan National 

Government. Pada akhirnya, penelitian ini berfokus pada implementasi dari kerja 

sama internasional antara KKP dan CI dalam menyelesaikan masalah lingkungan 

yang menjadi permasalahan internasional terkait konservasi hiu di Indonesia 

menurut Sesso dan Jennifer yang mana NGOs dapat bekerja secara efektif dengan 

pemerintah untuk membangun “real partnership” adalah sebagai berikut: (Gray, 

Williamson, & et. al., 2007) 

1) Center the voice of Government 

 Literatur mengenai skala melalui sektor “adopsi” publik cenderung tidak 

proporsional dan berfokus pada NGOs, sedangkan pemerintah berada dalam 

posisi sebagai penerima pasif inovasi. Namun, keberhasilan lainnya 

menggambarkan bahwa untuk mencapai hasilnya membutuhkan kerja sama dua 

arah yang tulus. Membangun kerja sama yang tulus perlu untuk “putting 

government at the center” sejak tahap awal merancang program atau prosesnya.  

2) Impelement within existing government delivery and data systems 

 Pada aspek ini menjelaskan bahwa jika dengan melihat dapat 

mempercayai, maka dengan melihat program bekerja dalam sistem yang ada 

merupakan suatu prasyarat untuk berprogres dengan pemerintah. NGO bekerja 

dengan pemerintah nasional dengan menintegrasikan data dampak program ke 

dalam sistem pengumpulan data pemerintah. Data yang telah terkumpul akan 

dianalisis dan dikumpulkan untuk diumpankan langsung ke dalam sektor publik.  

Build relationships with government partnerts at all levels 

 Membangun hubungan dengan mitra pemerintah di semua tingkatan, 

NGOs melakukan berbagai kegiatan dalam bidangnya selalu memakan risiko. 
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Namun, dengan menerima dukungan dari berbagai level dalam sistem 

pemerintahan dapat meminimalkan risiko tersebut bagi masing-masing aktor. 

3) Progressively transer real ownership to government partners 

 Secara progresif harus mengalihkan kepemilikan yang sebenarnya kepada 

mitra pemerintah. Hal ini merupakan hal yang menjadi tujuan awal. Proses 

pengalihan kepemilikan dari NGOs ke pemerintah tentunya membutuhkan 

transisi. Mengingat risiko yang terkait dengan berbagai ide baru dan inovasinya, 

dapat dipahami bahwa pejabat pemerintahan juga ingin diyakinkan mengenai 

kelayakan dan efektivitas program sebelum mereka mengambil kendali. 

Kepemilikan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk keberhasilan dan 

keberlanjutan jangka panjang. Kepemilikan pemerintah yang efektif memastikan 

bahwa suatu program akan berlanjut setelah NGOs tidak lagi memegang kendali 

atas pelaksanaan. (Gray, Williamson, & et. al., 2007) 

 Pada penjelasan tersebut, CI masuk ke dalam kategori NGO dan KKP 

termasuk ke dalam National Government. Implementasi Kerja sama antara NGOs 

dan Pemerintah membutuhkan kinerja yang tulus dan saling mendukung untuk 

mendapatkan hasil kerja sama yang berskala dan berkelanjutan. Dimana dalam 

penelitian ini penulis berupaya untuk mengetahui sejauh mana program-program 

yang dilakukan KKP dan CI dalam menangani permasalahan konservasi hiu di 

Indonesia. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Penulis mengumpulkan sumber data sekunder yang diperoleh dari pihak 

kedua. Data diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan laporan 

resmi dari organisasi terkait seperti CIIndonesia dan KKP. Peneliti mendapatkan 

informasi berupa data terkait kerjasama KKP dengan CI dalam upaya konservasi 

hiu di Indonesia. Peneliti mengumpulkan data ini melalui sumber-sumber seperti 

jurnal ilmiah, buku, laporan tertulis, website, dan sumber lain yang berhubungan 

dengan subjek penelitian. KKP mengeluarkan laporan-laporan resmi terkait 

kinerjanya selama periode tertentu dan penanganan kasus tertentu yang sebagian 

berisikan tentang status penanganan hiu di Indonesia yang dapat dijadikan 

literatur dalam penelitian ini. Untuk memperkaya penelitian, penulis 
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mengumpulkan berbagai informasi dan data melalui website conservation 

international Indonesia secara resmi pada 

https://www.conservation.org/indonesia, dan website Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Indonesia pada https://kkp.go.id/, Portal Media yang berkaitan dengan 

topik, MoU dan Peraturan daerah yang terlibat.  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa tinjauan pustaka 

dengan pemangku kepentingan dan para ahli di bidang yang relevan dengan 

penelitian ini. Pihak-pihak tersebut adalah CI Indonesia sebagai LSM yang 

berperan dalam pelestarian lingkungan dan sumber daya di Indonesia dan KKP 

sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan sumber daya alam, 

khususnya di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Teknik pengumpulan 

data ini dibangun berdasarkan pemahaman tentang latar belakang dan teori 

penelitian sebelumnya. Penelitian sastra adalah teknik pengumpulan data dalam 

mencari literatur dari buku-buku tentang topik dengan kasus yang jelas atau 

berdasarkan kronologis peristiwa. (Babbie, 2014)  

3.5. Teknik Analisis Data 

 Penulis menggunakan metode studi pustaka dalam melakukan penelitian, 

maka dari itu, analisis yang digunakan oleh penulis adalah teknik analsis menurut 

Miles dan Huberman, yaitu:  

• Data condensation, yaitu proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, 

dan pengabstraksian data yang terkumpul menjadi data yang kompleks 

yang digunakan untuk mendefinisikan masalah, menghasilkan ide-ide 

baru, dan menyusun hipotesis.  

• Data Display atau penyajian data untuk membantu peneliti melihat 

gambaran masalah secara keseluruhan atau sebagian dari data penelitian.  

• Conclusion Drawing/Verification penarikan kesimpulan merupakan 

langkah terakhir dari analisis data. Pada tahap verifikasi, data yang 

diperoleh melalui studi pustaka disajikan sehingga dapat ditarik 

https://www.conservation.org/indonesia
https://kkp.go.id/
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kesimpulan dan dapat dijawab untuk rumusan masalah dalam penelitian 

ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

 Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan 

pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini, penulis akan 

menyimpulkan hasil dan membahas studi yang dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran untuk memberi pemahaman 

lebih baik dan wawasan terkait topik skripsi ini, terlebih lagi, penulis akan 

menyampaikan saran dalam implementasi kerja sama antara NGO dan Pemerintah 

Nasional khususnya Conservation International (CI) dan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) kedepannya. 

 

5.1 Kesimpulan 

  

Penelitian ini telah memaparkan kerja sama CI dan KKP terkait konservasi 

hiu di Indonesia. Penulis menggunakan metode kualitatif dan analisis studi 

pustaka dengan penggunaan data sekunder yang didapatkan dari buku teori 

hubungan internasional, penelitian terdahulu serta data yang disajikan oleh CI dan 

KKP terkait kerja sama bidang kelautan dan perikanan. Penelitian ini 

menggunakan teori kerja sama Internasional, NGO, dan kerja sama NGO dengan 

pemerintah nasional 

Kerja sama CI dan KKP telah ditemukan hasil dengan menggunakan 

empat aspek kerja sama NGO dengan pemerintah nasional, yaitu pertama, center 

the voice of government yang dapat dilihat melalui kerja sama Penyusunan 

Rencana Aksi Nasional Hiu dan Pari untuk melestarikan sumber daya hiu dan pari 

di perairan Indonesia, kerja sama tersebut menghasilkan bahwa pengelolaan hiu 

melibatkan beberapa sektor, baik di tingkat nasional maupun lokal dengan 

terbentuknya National Plan of Action (NPOA). Tanggung jawab pelaksanaan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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kerja sama ini diemban oleh lintas lembaga, yaitu CI dan KKP dan lintas sektor 

seperti tingkat nasional maupun daerah. 

Kedua, Implement within existing government delivery and data systems 

yang  menunjukkan bahwa NGO bekerja dengan pemerintah nasional dengan 

mengintegrasikan data dampak program ke dalam sistem pengumpulan data 

pemerintah. Data yang telah terkumpul ini dianalisis dan dikumpulkan untuk 

disediakan ke dalam sektor publik. Pada kerja sama CI dan KKP yang tertera 

dalam perjanjian MoU antara CI dan KKP tentang pengelolaan kawasan 

konservasi perairan nasional pada tahun 2017 menghasilkan data-data yang 

kemudian dikumpulkan menjadi sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh 

KKP ke sektor publik melalui laman resminya. Hasil laporan kinerja MoU 

tersebut tertuang dalam Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

tahun 2019. 

Ketiga, Build relationships with government partners at all levels 

menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh CI dan KKP merupakan 

kerja sama konservasi hiu yang memerlukan berbagai intervensi, dengan fokus 

nilai guna dan non guna, dan pada tingkat rantai perdagangan dari titik eksploitasi 

ke titik konsumsi. Dengan diperlukannya pendekatan multi-segi, prioritas strategi 

di sini dimaksudkan untuk menguraikan serangkaian intervensi yang 

komprehensif pada tingkat yang berbeda. Hal ini dirancang untuk memenuhi visi, 

tujuan, dan prioritas untuk pelestarian hiu yang diartikulasikan dalam Prioritas 

Global Sharks and Rays Initiative (GSRI). GSRI ini merupakan kemitraan antara 

beberapa organisasi konservasi internasional – Shark Advocates International, 

Shark Trust, TRAFFIC, Wildlife Conservation Society (WCS), dan World Wide 

Fund for Nature (WWF), dengan saran teknis dari Kelompok Spesialis Hiu 

IUCN.  

Keempat, Progressively transfer real ownership to government partners 

menunjukkan bahwa ide yang dimiliki oleh suatu NGO yang dikatakan sebagai 

sebuah program ditransfer atau dialihkan sebagai suatu program pemerintah. CI 

memiliki program inisiasi strategis, yaitu program konservasi hiu dan pari. 

Program yang dimiliki oleh CI tersebut berhasil dialihkan ke dalam program 

pemerintah bersama KKP untuk dilaksanakan kegiatan secara langsung. CI dan 
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KKP berhasil memasangkan penanda satelit yang mana kegiatan tersebut menjadi 

salah satu kegiatan dari program CI yang berhasil dilaksanakan bersama KKP 

pada tahun 2018 dan mengalami progres signifikan. Dengan demikian, program 

inisiasi strategis hiu dan pari yang dimiliki oleh CI, berhasil dikembangkan oleh 

KKP melalui prosiding simposium hiu dan pari di Indonesia. 

Kerja sama yang dilakukan oleh CI dan KKP dalam konservasi hiu di 

Indonesia telah diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan  dan dianalisis 

melalui keempat aspek di atas, aspek-aspek tersebut berhasil dianalisis melalui 

beberapa kegiatan kerja sama CI dan KKP seperti pengelolaan kawasan 

konservasi, sosialisasi kesadaran masyarakat, dan pemasangan penanda satelit 

pada individu hiu guna memantau pergerakan hiu. Pada penelitian kerja sama CI 

dan KKP dalam konservasi hiu di Indonesia menunjukkan hasil yang sesuai 

dengan keempat aspek yang dikemukakkan oleh Sesso Gbleou dan Jennifer 

Schechter terkait kerja sama NGO dengan pemerintah nasional. Penulis berhasil 

menemukan data-data kegiatan kerja sama yang sesuai dengan aspek-aspek 

tersebut. Dengan demikian, kerja sama antara CI dan KKP berhasil dikatakan 

sebagai kerja sama yang berskala atau ideal. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kerja Sama KKP dan CI 

dalam Upaya Konservasi Hiu di Indonesia, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah: 

1. Kerja sama antara CI dan KKP sebaiknya lebih memerhatikan pada 

pembagian kewenangan tugas kerja sehingga kerja sama ini dapat terlihat 

dengan jelas tugas dan fungsi dari masing-masing pihak dalam melakukan 

konservasi hiu di Indonesia. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi yang 

lebih luas terkait kerja sama pada kedua aktor dalam penelitian ini pada 

upaya konservasi hiu di Indonesia. Penulis berharap untuk penelitian 

berikutnya dapat mendalami motif apa yang dilakukan oleh kedua aktor 

pada mitra kerja sama ini sehingga dapat mengetahui lebih spesifik hasil 

dari kerja sama yang didapatkan selama proses kerja sama ini berlangsung 

melalui sudut pandang teori dan konsep yang berbeda. 
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